SALINAN

BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 131 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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BUPATI PACITAN,

bahwa sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Timur No
903/6849 17/101 1/2022 tentang Penyampaian Pagu
Defimtif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Ke
Kabupaten/Kota Pada Perubahan APBD Provinsi Jawa
Timur Tahun Anggaran 2022 perlu melakukan pergeseran
anggaran,

bahwa sesuai dengan ketentuan angka 1 Surat Gubernur
Jawa Timmur Nomor 903/6849 17/101 1/2022 tentang
Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan
Khusus Ke Kabupaten/Kota Pada Perubahan APBD
Provins1 Jawa Tmmur Tahun Anggaran 2022, maka
Pemerintah harus menyesuaikan alokasi anggaran dengan
melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022
dengan membentahukan kepada Pimpiman DPRD dan
selanjutnya dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
96 Tahun 2022 tentang penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinst Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana
telah dmubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730),
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286},

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757),

Peraturan Pemermtah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028),

Peraturan Pemermmtah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesita Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012
tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575),



12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partar Politk (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177),

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntans: Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 6041),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057),
Peraturan Pemernntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322,
Peraturan Menter1 Dalam Neger1 Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investast1  Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754),

Peraturan Menter1 dalam Negeri1 Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaonal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067},

Peraturan Menter1 Dalam Neger1 Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrast Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630),

Peraturan Menter1 Dalam Neger1 Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114),
Peraturan Menter1 Dalam Neger1 Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikas;, Kodefikast dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),
Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781),



23 Peraturan Menter1 Dalam Neger1 Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926),

24 Peraturan Menter1 Dalam Neger1 Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431),

25 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan tahun 2021 Nomor 8),

26 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 7),

27 Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2022 tentang
Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Nomor 51
Tahun 2022 (Berita Daerah kabupaten Pacitan tahun 2022
Nomor 96),

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 96), diubah sebagai berikut
1 Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga berbuny: sebagai berikut
Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 mengalami
perubahan dengan rincian sebagai berikut

a Pendapatan

1) Semula Rp 1 627 622 511 144,00
2) Bertambah Rp 827 850 000,00
Jumlah pendapatan setelah Rp 1 628 450 361 144,00

perubahan



b Belanja
1) Semula
2) Bertambah

Jumlah belanja setelah

perubahan

(Defisit) Setelah Perubahan

¢ Pembiayaan
1} Penerimaan
a) Semula

b) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah penerimaan
setelah perubahan

2) Pengeluaran
a) Semula

b) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah pengeluaran setelah

perubahan
Pembiayaan netto

Sisa lebih pembiayaan anggaran

setelah perubahan

Ketentuan dalam Lampiran I diubah dan berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar1 Peraturan

Bupati 1m

Ketentuan dalam Lampiran II diubah dan berbuny: sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupat: 1m

Ketentuan dalam Lampiran III diubah dan berbuny: sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan

Bupati 1

Rp 1 809.027 537 663,00
Rp 827 850 000,00
Rp 1 809 855 387 663,00
Rp (181 405 026 519,00)
Rp 181 405 026 519,00
Rp 0,00
Rp 181 405 026 519,00
Rp 0,00
Rp 0,00
Rp 0,00
Rp 181 405 026 519,00
Rp 0,00




Pasal II
Peraturan Bupati in1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 23 - 12 - 2022

BUPATI PACITAN
ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 23 - 12 - 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

ttd

HERU WIWOHO SP
BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 131
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